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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai

Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juli
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan
register Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Mei 1997, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/08/VI/1997, tanggal 10 Mei
1997;
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Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng selama 2 hari, kemudian pindah
ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 3 hauri,
kemudian pindah di rumah kakak Pemohon di Desa Tulang Bawang,
Lampung, Sumatera selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang
tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 17 tahun 2 bulan dan selama
dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai
keturunan;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena selama 15 tahun menikah antara
Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan serta Termohon tidak
bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri seperti melayani suami
baik kebutuhan jasmani maupun rohani suami, karena Termohon sakit tidak
bisa berjalan yang disebabkan tulang kaki Termohon rapuh;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2015 yang
disebabkan Termohon tidak kunjung sembuh, meskipun Pemohon sudah
berusaha mengajak Termohon berobat baik secara alternatif maupun ke
rumah sakit;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan sangat terpaksa
mumalangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan hingga
permohonan ini diajukan selama 2 tahun antara Pemohon dan Termohon
sudah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang

tua Pemohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian

oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
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7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak
sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon
dan memilih bercerai;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Singaraja;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan
serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup
rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi,
akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka
proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon, sedangkan Termohon tidak bisa mendengarkan dan memberikan

jawaban, karena tidak hadir;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:
5108010504720006 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng tanggal 15 November 2012, bermaterai cukup dan telah

sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Gerokgak Nomor: 23/08/V1/1997, tanggal 10 Mei 1997, bermaterai cukup dan

telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng

tanggal 07 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(bukti P.3);
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.

SAKSI 1, umur 57 tahun, agama lIslam, pendidikan SMP, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang
mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah
kurang lebih 20 tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, namun belum
dikaruniai keturunan;

- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena
Termohon susah untuk dikasih tahu dan di nasehati;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin parah
keadaanya sejak tahun 2013 karena Termohon sakit tulang keropos,
sehingga Termohon tidak bisa melaksanakan kwajibannya sebagaimana
layaknya seorang istri;

- Bahwa sejak dua tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon
dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53. tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam
persidangan mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
harmonis, namun sejak 8 tahun yang lalu mereka sudah tidak harmonis
lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan
Termohon adalah karena Termohon susah untuk dikasih tahu dan sering
tidak nyambung kalau diajak berbicara;

- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Termohon menderita sakit tulang keropos
dan pada tahun 2014 Termohon jatuh yang menyebabkan patah tulang
kaki sehingga Termohon tidak bisa melayani Pemohon;

- Bahwa sejak dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat
tinggal;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon
agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon bersikukuh
tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menerima
dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan
tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon
tidak bisa memberikan kesimpulannya, karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang
termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang
ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan
kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama in casu
Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai
ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan
Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang
sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak dapat
dilaksanakan, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu
berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Pemohon agar dapat
berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama
Termohon, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak
berhasil;

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara
Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama 15 tahun
menikah antara Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan serta
Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri seperti
melayani suami baik kebutuhan jasmani maupun rohani suami, karena
Termohon sakit tidak bisa berjalan yang disebabkan tulang kaki Termohon
rapuh, akibat permasalahan tersebut sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon
dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir yang secara hukum
dapat diartikan tidak dapat menjawab dan membantah terhadap apa yang telah
didalilkan Pemohon dalam permohonannya, namun oleh karena perkara ini
adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan
perkara perdata khusus lex specialis serta untuk menghindari penyelundupan
hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan
wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan
bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan,
maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus
membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1), (P.2) dan (P.3) yang mana
akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupa
fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301
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R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P.1), maka
harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana
yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya
dan merupakan akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), isi bukti tersebut
menjelaskan tentang ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang
dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH
Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang
Bea Materai, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya
(menyangkal), sehingga bukti tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan posita Pemohon
pada angka satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa posita
Penggugat pada angka satu tersebut telah terbukti, sehingga Majelis Hakim
patut menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah dan
masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang
memiliki kapasitas (legal standing) dan berkepentingan dalam perkara ini
(persona standy in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) adalah bukti tertulis berupa
fotokopi surat keterangan dari dokter RSUD Buleleng yang menyatakan, bahwa
benar Termohon adalah pasien dan pernah dirawat di rumah sakit tersebut dan
sampai sekarang dalam keadaan sakit yang menyebabkan Termohon tidak bisa

melaksanakan kwajibannya sebagai seorang istri;
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Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat untuk meneguhkan dalil-
dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana
akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh
Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di
persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa
satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya,
maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg, saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang
menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang ketidak
harmonisan rumah tangga dan perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara
Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, sehingga kesaksian
tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim
patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta
yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang
lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk
memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi-saksi serta alat
bukti surat yang diajukan Pemohon, bila dihubungkan dengan dalil-dalil
permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta dalam persidangan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah
di KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi
karena sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar
yang disebabkan Termohon susah untuk diberitahu;

- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon sakit tulang keropos yang menyebabkan
Termohon tidak bisa menjalankan kwajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah
tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak
dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka
Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang
telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir
perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Pemohon dan
Termohon yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Pemohon menyatakan
tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon dalam berumah tangga, merupakan
garinah yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon
telah pecah (broken marriage), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk
menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman

Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir”;
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Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna
abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan
antara suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping perselisihan antara Pemohon dan
Termohon juga telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu adalah
bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut
memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap,
maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang
bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang
meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri
tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat
dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi
disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dan
Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga
Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan
kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta
mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin
yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengeluhkan bahwa
Termohon juga dalam keadaan sakit sejak 4 tahun yang lalu dan hingga saat ini
tidak kunjung sembuh padahal Pemohon sudah membawa Termohon ke rumah

sakit dan pengobatan alternatif yang menyebabkan Termohon tidak bisa
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menjalankan kwajibannya sebagai seorang istri, halmana telah sejalan dengan
maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (e)
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon terlihat dalam setiap
persidangan untuk menceraikan Termohon, walaupun Majelis Hakim selalu
memberikan masukan dan nasehat kepada Pemohon untuk membina rumah
tangga dengan Termohon, hal ini menunjukan bahwa memang rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi
Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat
ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun
Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak
dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan
kebaikannya, hal ini sesuai dengan Hadits Rosululloh yang berbunyi:

WoMsallgis M>W Lirio

Artinya:"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 227
yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:
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Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan

firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:
RN -y - Q7 r-”\ > A S N
Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan

kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha
Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan
hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan
kembali dalam rumah tangganya (Onheelbare Twespalt) serta mempunyai
alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (e) dan (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan
mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihnan dan pertengkaran yang
tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan
mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah
pihak, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan (vide Pasal 70 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan
Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Intruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan
Pemohon dikabulkan dengan Talak Satu Raji yang mana akan dicantumkan
dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak,
maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk
mengucapkan ikrar talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang

Pengadilan Agama Singaraja bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum
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tetap, pemberian izin tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah
Al-Bagarah 227 yang berbunyi:
LSS ey,

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak pernah hadir
di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak
melawan hukum, serta telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg., permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon
(verstek), dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli figh
yang tercantum di dalam kitab 'lanatut Thalibin Juz IV hal 380, kemudian

Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:
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Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat

atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan,
apabila penggugat ada bukti yang kuat;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk didaftarkan
putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Singaraja;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan
satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 16 Dzulgadah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H.,
sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Igbal Kadafi, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua
Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nursinah, S.HIl., selaku

Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
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Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.HI. Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Igbal Kadafi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.HI.

:Rp. 30.000,00
“Rp. 50.000,00
- Rp. 315.000,00
“Rp. 5.000,00
' Rp. _ 6.000.00

Jumlah

: Rp. 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)
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